FEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QAMUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
HOMOR : 23 TAHUN 2003

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
BISHILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk meningkatken Penerimaan Pendapatan Asl
Dasrah (PAD) perlu adanya suatu kebjakan dasrah untuk memungut Pajak
Pensrangan Jalan di Kabupaten Aceh Tarmiang:

hahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang peru diatur tala cara
peraungulan Pajak Fenerangan Jalan agar pelsksanaan lugas dapat
Gilakukan secara optimal dan berdayaguaa serta berhasiguna;

bahwa untuk maksud tersebut peru menetapkannys daiam suaty Qanun,
Mengingal ©

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaren Nagara Republik Indonesia Tahun 1981 Nermor 76, Tambahan
Lembaran Negara Hepubfik indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1899 feniang Pemerintahian Dasrah
{Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara RepublitIndonesie Nomor 3839);

Undang-Ursdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Permbangan Keuzngan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Bepublik Indo-
ngsia Tahun 1889 Nomar 72, Tambehan Lembaran Negara Flepublik indo-
nesia homor 3848);

Undang-Uindang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retibusi
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indanesla Tahun 2000 Nomar 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4048);

Undang-Undang Nemor 18 Tahun 2001 tentang Otonoini Khusus bag
Provinsl Dasran lstimewa Aceh saebagat Provinsi Nanggroe Acsh
Darussalam (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomoy
114, Tambahan Lembaran Nagara FRepublik Indonesia Nomor £131);

Undeng-Undang Nomaor 4 Tabun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabu-
paten Nagan Raya dan Kabupaien Acsh Tamiang df Froving] Nanggroe
‘Acsh Darussalam {embaran Negara Fepublik indonesia Tahun 2002
HNomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4179):

Paraturan Pemeric Nomar 27 Tahun Jndang-
Undang Nomor 8 Tahun 1581 tentang Hukum Acara Pidana {Letberan
Negara Tahun 1883 Noror 86, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4208);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahtn 2000 tentang Kewenangan
Pemearintah dan Kewenangan Provingl sebagai Dasrah Otonom, {Lembaran
MNegara Republik indongsia Tahun 2000 Memer 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 3892);

Peraturan Pemerintah Momor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daersh
{Lembaran Negara Republik indonesla Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Leimbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

. Kepulusan Presiden Alepublik ndonesia Nomer 44 Tahun 1999 tentang

Tehnik F Peraturan Perundang. gan dan Bentuk




Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemarintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 70, TamBahan Lembafan Negara Republik Indonesia
Norror -7

. Kspuit i D gei '3 Tahun 1986 tenlang Ketentuan
Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawal Negerl Sipil di lingkungan
Pemarintah Daerah jo. Kepuiusan Menler Datem Megeri Nomor 4 Tabun
1997 tentang Penyidik Pagawa: Megeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daersh;

&4

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik
Penggunaan dan Materl Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Acet Daryssalam Nomor 08 Tahun
2003 teniang Penyeragaman Penyebuian Peraturan Daerah Menjadi

Qanun (Lembaran Daereh Provinsi Nanggros Aceh Darussalam Tahun
2003 Nomor @ Seri E Nomor 5.

Dengan Persetufuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN AAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BUPATI AC;: TAMIANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN.

BABE |
KETENTUAN UMUR
Fasal 1

Dalam Qanun Ini yang dimaksud dengan ;
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamlang;

Pemarintah Daerah adalah Bupati bersama dengan Perangkat Daerah
Otonom yang tain sebagai Badan Eksekitif Daerah; .

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang:

Pejabat adalah Pegawai yang diberi lugas terlentu dibidang Pempajakan
Daerah sesuai dengan peraturan parundang-undangan yang bertaku;
Perusahiasn Listrik Negara (Pers } yang selanjutrya disingkat FLN adalah .

Perusahaan Listik Negara;

Pajak Pe Jalan i Pajak adalah Pungutan

Dagrah atas penggunaan tenaga Bstrik;

Surat i Pajak Daarah, isi SPTPD adalah
uratyang di olefi pajak dan pajakyang

terulang menunt Peralurat Perundang-undangan Perpajakan Baerah;

Surat Setoran Pajak Daarah i but SSPO yang

oleh Wajiz Pajak untuk >
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
oleh Bupaii;
Surat Ketetapan Pajak Dasrah, selanjutnys disebut SKPD adaiah surat
keputusan yang menentukan bosarnya jumiah pajak yang feritang;
D aanil

Suratk jak : disebit SKPDKE
adaiah surat keputusan yang menantukan besarnya Jumish pajak yang
tarittang j pajak, sokok pajak,

besamya sanksi edministrasi dan jemiah yenig harus dhbayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tembahan, selarjutnya
disshut SKPDKBT adatah surat keputusan yang meneniukan tambaharn
atas jumiah pajak yang ditetapkan:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Leain Bayar, selanjuinya disebut SKPDLE
adaleh surat keputusan yang menentukan jurnish kelebitian psmbayaran
pajak karena jumlan kredit pajak febih besar dari pada pejak yang tendang
alau tidak sehanusayz terutang;

Surat Ketatapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disebul SKPDN adalah
surat keputusan yang menentukan juimtah pajak yang tenfang sama
besarmya dengan jumiah kiedit pajak, atau pajak fidak terutang dan tidak
ada kredit pajeic

Surat Tagihan Pajak Daersh, selanjutiya disebut STPD adaiah surat untuk
malakukan tagihan pajak atau sanks{ administrasi berupa dan a1au denda.
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BAB 1l
MAMA, CBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Mama Pungutan inl dissbut Pajak Penerangan Jalan atas setiap peng-
gunazn tenaga fistrik;

(2) Objek PajakF iag tenaga istrik g
Dasrah yang tersediz penarangan jalan yang rekeningnya dityar oleh
Pemerintah Dasrah;

(3) Tenaya listrk sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adaiah tenaga Hstrik
yang berasal darl PT {Persero) PLN.

Pasal §

Dikecualikan dart Objek Pajak Penerangan Jalan adafah :

a.  Pengglnaantenaga listik olsh Instans! Pemerinteh Pusat dan Pamerintah
Daerah;

b. Penggunaan lenag listrik pada tempatdempal yang gigunakan oleh
Perwakilan Negara Asing dar lembaga-lembaga mtemasional dangan azes
timbal balik sebagaimana beriaku untuk Pajak Negara:

. Penggunaantenaga fistrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasftas
tertentu, dan tidak memeriukan izin dari instansi teknis tarkait;

d. Penggunaan tenaga lisirik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

Subjek Pajak Fenerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

{
" ménggunakarn tenaga listik;

Wajib Pajak Penerangan Jalan acalah orang pribadi atau baden yang
menjadi pslanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

¢

o
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BAB 1
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal §

(1) Dasar Pengunaan Pajak Perisrangan Jalan agalah nilal jual tenaga fistri:

{2} Nitakjual tenaga listrik sebagaimana dimaksud paca ayat (1} ditetapkar

2. Datam hal tenaga fisink berasal dari ELA dengan pembayaran, nilai

Jual tenaga listrlk adalah jumniah tagihan biaya beban ditambah dengan
biaya pemakalan kwh yang ditetapkan dajam rekening listik;

- Dafam hal tenaga listik berasal dari buian FLA dengar tidak dipungut
bayaran, il jual tenaga listrik dihitung berdassrian kapasitas tersedia
dan penggunaan listik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di witayah daerah yang bersangkutan.

o

{3) Harga saluan istik sebragaimana dimakeud pada ayat (2)uruf b ditetapkan
dleh Bupati dengan berpedoman harga satuan fistril yeng beriaks untuk
PLN.

Pasal &

- Tarit Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

a  Penggunaan tenaga listrik yang berasal dar PLN, bukan untuk industd
sebegar 7% (fujuh persan):

h. Penggunear tenaga listik yang berasef dari PLN, untuk Industri sebasar
3% (liga persen);

. Panggunaan tenaga-istrk yang berasal dar bukan PLN, bukan untuk
Industsi sebesar 8% (delapan persen);

4. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dan bukan PLN, untuic industri
ssbasar 5% {lima persen);

BAB IV
WILAYAH PEMUSGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
1) Pajak Jalan iang dipungut di at peng-

gunaan tenaga listrik;

428




(2) Besarnya Pejak Penerangan Jalan Terhutang dibilung dengan cara
mangaltan tarif pajek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar
panganaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

HMASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pesal B
tasa Pajak Penerangan Jalan adaiah jangka wakiu tertentu yang famanya 1
{satu) tahun takwin.

Pasal 8

Sast Pajek Penerangan Jalan ferhistang adatah sejak diterbitkannya SKPD.
Pasal 70

{1} Setiap Wajlb Pajak Penarangan Jalan yang manggunskan tenaga fistrik
bukan PLN wajib mengisi SPTPD;

{2} SPTPE sebagalmana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wafib Pajak atau Kuasanys:

i (8} Untuk pefanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan olsh
¥ PLN merupakan SPTPD;

(4} SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
Bugali selambat-lambatnya 15 {fma baias) hari setslah berakhimya masa
pejak.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAIC
Pasal 11

{1} Berdasarkan SPTPD sebagsimana dimaksud dalamn Pasal 10 aysi (1),

Bupati menetepkan pajak lechutang dengan menerbitkan SKPD;
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(2} Apabita SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dibaysr setelah
tewat waldu pafing lame 30 {liga puluh} hari sejak SKPD diterima dikanaken
sanksi adfinistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persih) ssbulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Weilb Pajak Penerangan dalan yang membaysr sendid, SPTPD sabagai-

mana dknakstd dalam Pasat 10ayat (f} digunskan untuk memparhitingken
dan menstapkan pajak sendiri yang terhutang; .

B

) Dalamjangka wakiu 5 {lima) tahun sesudah saatierhulangnya pajak, Bupati

dapet menerbitkan :
SKPDKE;
SKPDM;

b.
c
d.

®
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. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a ditarbitkan :

& Apabila berdasarkan hasil pemeriksasn alau kekurangan lain pajak

o

yang terhutang tidek atau kurang dibayar, dikenskan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan
ditung dari pajak yang kurang atay terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
ternutangnya pajak;

- Apabila SPTPD #idak disampaikan dalaim jangka waldy yang

ditentukan dan telah diiegur secara tertuiis, dikenekan sankst
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) ssbulan
dibitung dari pajak yang kurang atay Eedamba!dibayarunlukjar@,‘m
waktu paling lama 24 {dua puluh empat) buan diviting sefak saat
terhutangnya pajak;
Anablia kewajiban mengisi SPTPD tidak dipsnuh, pajak yang
terhiiang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi
i etk 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak dhambah sanksi adninistras! berupa bunga 2%
{dua parsen) sebutan diitung dari pajok yang kurang etai terambat
deayarlmukimng_waﬂu paling laima 24 {dua putih empat) bulan
dihitung sejak Saat torhulanghyz pajak;: g

' SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diferbitkan spabila

diterukan data baru atay data yang semula belum terungkap yang



menysbabkan penambahan jumiah pajak yang lerhutang akan
dikenakan sanksi administrasi berups kenalkan 100% (seratus persen)
dari jumiah kekurangan pajak tersebul; )

t SKPDN sebagaimana dimeksud pade ayat {2) huruf c diterbitkan
apahila jumiah pajak yang terhutang sama basamya dangan jumiah
kredit pajak atau psjak fidak terfutang dan tidak ada kradit pajak;

{3) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang deiam SKPDKB dan

SKPDKBT sabagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau

dalam waldu yang telah ditentukan ditagih dengan

menerb:sken STPD ditambah dengan sanksi administrasi berups bunga
sebesar 2% (dua person) sebulan;

{4) Penambehan jumiah Pajak Penerangan Jalan terhutang sebagaimens
dimaksud pada ayat (3) fidak dikenakan apabita wajib pejak melzporkan
sendid sebalum dilakukan Hindskan pemeriksaar.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

() F Pajakf Jatan dilakukan di Kas Daerah atau temy
taln yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waldu yeng ditentukan dalam SFTPD,
SKPD, SKPDKB, SKFOKBT dan STPD;

@ A 1 Pajak P nganJalan dlakukan di tempat lain yang
dinjuk, hasil penerimaan pajak harus diselor ke Kas Daerah selambal-
fambatnya 1 x 24 jam atau dalam walkiu yang ditentukan oleh Bupati;

{8) Pembayaran pajak sobagaimana dimaksud padaeyat(lj dan (2} dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

.{1) Pembayeran pajak harus dilskukan sckaligus atau lunas;

(2) Bupail dapat memberikan persslujuan kepada Walib Pajak untuk meng:
angsur pajak terhutang dalam kurun wakiu lettentu, setelah memenuhi.
persyaratan yang ditentukar;
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(3} Angsuran pambayaran Ppajak sebagaimeana dimaksud padaayat (2), harus
© dilakukan secera teratur dan bertunt-tunit dsngan dikenakan bunga 2%
(dus persan) sebylan dari jumlah pajak yang belun atay kurang dibayer;

(4) Bupati dapat mermbarikan kepada Wajib Pajak untuk mentinda pembayaras
sampai batas wakhu yang ditenhikan hi yang-
ditentukan dengan dikenakan bungz 2% (dua persen) sabufan dari jumlah
Pajak yang beium atay kurang dibayar;

{5} Persy untuk dapat dan menunda p sarta
iata cara pembayeren angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
Pada ayet (2) dan ayat (1) pasat ini ditetapkan cleh Bupali.

Pasal 15

i yaran pejek ssbagaimana dimaksud 14 dibarkan
tanda bukli pembayasan dan dicatat dalam butku penerlmaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bulti pembayaran dan buky penerimaan
Ppajak sebagaimana tersebut pada ayat {1) difetapkan ciah Bupali
BAE ¥HI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18
(1} Sural Teguran gtau Surat Petingatan atau surat lam yang sejonls sebagal
7 {juh) har sajak
saat fabuh tempo Pambayaran;
{2 Dalamiangkawaiw?(mjuh}han telah Te it

s
Peringatan atal surat lain yang sejanis Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terhutang;

3) Surat Teguran atau Surat Peringalan atau suraﬂamyangaa}eniséebagaF
mana dimaksud pada ayat (1} diteluarkan oleh Pejabat.
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Pasal 17

11) Apabila jumish pajak yang masih hasus dibayar tidak dilunasi dalam jangka.
‘waity sebagaimana ditentukan dalem Surat Teguran ateu Sumat Peringatan
alal susat lain yang sajenis, jumish pajak yang diayar ditagih dengan
Suret Paksa;

]

1 Bupali atain Peizbal menarbitkan Sural Paksa segera seislah lewat 21
{dua puit satu) har sejak tanggal Sure! Teguran aftay Surat Perlngatan
atau suret iain yang sejenis ditedma.

Pasel 18
Apasita pajak yang harus dibayar tidak dilunas dalam jengka waklu 2 x 24 lem
sesudsh tanggal pembadifahuan Surat Paksa, Bupali atay Pejabat segera
menerbiltken sural perintzh melaksanskan penyiiaan.

Pasal 18
Setelah diakukan panyftaan dan Wajlb Pajak belum juga melunasi utang

pajaknya, setelsh lewat 10 (sepuluh) hari-sejak tanggal pelaksanaan surat

penztapan tenggal pelslangen kepada Kantor Lefang Negara.

Pasal 29
Setalah Kantor Lelang Negara menstapkan heri, tanggsl, jam, dan tempat
pelaksanaan lefang, Juru Sita memberitahukan dengan tertulls kepada Walin
Pajak.

Pasal 21

Beniuk, jenis dan ist formulir yang diginakan untuk pelaisanaan penagiban
Palak Dazrah.
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BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) Bupati berdasarkan permchonan Wajib Pajak dapat membarfkan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

{2) Tata care pemberian pengurangan, karinganan dan pambebasan pajak
sebagaimana dimakstd pada ayal (1), ditetapkan eleh Bupati.

BAS X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAR
SANKS! ADMINISTRAS!

Pasai 23

1] Bupatl karena jabatan atau atss karana permohcnan Wajib Pajak dapat :
4. Membelulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBY atou SPTPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahar: tulfs, kesalahan hilung, dan
Atau kekefirvan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah;
Membalafkan atau mengurangkan ketetapan pajek yang tidak ben:
Menguirangkan atau menghapuskan sanks! administras! barupa bun
denda dan kenaikan pajak yang lerhutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhitefan Wallb Pajak stau bukan karena keselahan-
nya;
Permolignan pembstuian, pembatatan pangurangan keletapan dan
penghapusan atai pengurangan sanksi administrasi alas SKPD,
SKPDKB, SKFDKBT dan STPD ssbagaimana dimakstd pada ayal
{1} harus disampaikan secara fariufis oleh Wajib Pajak kepada Bupat
aiau Pejabat sslambatlambatnya 30 {tiga puluh) heri ssjak langgal
diterima SKPDKE, SKPDKET, alau STPD dengan mernberikan an
yang jelas.

o

n

a
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Bupali atzu Pejabat paling tama 3 (tiga} bulan sejak surat perohonan
esbapaimana dimeksud pada ayal (1) ditedma sudah hatiis memberikan
keputisan;

Apabila seteloh lawat waktu 3 ftiga) butan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Bupal atau Pejabat tidak mamberikan keputusan permohonan
perbetulan, pembatatan, pengurandan ketetapan dan penghapusan sanksi
acministrast dianggap dikabulkarn.

BAB Xi
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatati hanya kepada Bupall atau
Pejabat atau sualy permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (2} pasal 23 dierima, sudah memberikan keputusan;
Apabila setelah lewal wakiu 12 (dua belas} bulan sebagalmena dimaksud
peda syat (3) pasal 23 Bupsti atau Pejabat tidak membedkan kepuiusan
permanonan keberatan dianggap dikabuikan;

Pengajuan keberatan sebagaimanz dimsksud pada ayat (1} tidak
menunra kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

) Waiib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelssaia

Bengkela Pajak dalam fangka wakiu 3 {tga} bulan seielah diterimanya
kepuiusan keberatan ;

SKFD

SKPOKE

SKPDKBT

SKPDLE

SKPDN

paoFm




(2) Permchanan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tedulis dalam Bahasa Indonesia paling lams 3 (figa)
bulan seiak SKPD, SKPDKB, SKPDKET, SKPDLB dan SKPDN ditafima
aleh Waflb Pajak, sebagaimana dimaksud pads ayat {1) kecusli apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan batwa jangka wakiu ilu tdak dapat
dipenuhi karena koadaan diluar kekuasaanriya;

Bupali alau Pejabat dalam jangka wakiu paiing lams 12 (dua balas) bulan
ssjak tanogal surat pengafuan banding sebagaimana pada ayat (1) fidak
menunda Kewajiban membayar pajak. .

]

Pasal 28

Apadita pangajuan keberatan sebagzimans dimaksud datam Pasal 24 afay
tanding sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dikabulkan sebagisn atau
seluuhinya, kelebinan pembayaran pajak dikembalkan dengan ditambah
imbalan bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan uniuk paling l=ma 24 (dus
paluh emnat} bulan,

BAE Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAIAK
Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajuian permohonan pengermbalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupali atay Pejabal secara tertulls dengan
manyebutkan sekurang-kurangnya :

8. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Masa pajak;
¢ Besamya kelebihan psmbayaran pajak;

d. Alasan yang jalas.

{2) Bupati atau Pejabal datam jangka waklu paling lama 12 (dua belas) butan
sejak diterimanya Honan peng i 14
sabagaimana dimaksud pada ayal {1} harus merberian keputusan;
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(4} Apabiiz jangka wekis sebagaimana dimaksud pada ayal (2} diampaui
Bupati atau Pejabal tidak memberikan keputusan psrmohonan
pengembaiian kelsbinan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) Bulan;

{4)

Apabile Wajfo Pzjak mempunyal hutang pajak ainnga, kelebihen
0 pajak d pada ayat (2) langsung
nwe"mngkﬂn Uitk melunasi tedabin dahubs hutang pajak dimaksud:

(5) Fengembalian kelebitran pembayaran paiak dilskukan dalam wakiu paling
tama 2 {(du) bulan sejak siterbitkennya SKPDLB dongan mensrbitkan Surat
Pesintah Mambayar Kelsbihan Pajak (SPMKPY;

Apabila pengeimbalian kelabinan pembayaran pajak dilakukan seteiah lowat
wakiu 2 [dua) bulan sejak diterbitkennya SKPDLE, Bupali atau Pajabat
memberian imbalan bunga sebssar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambaten pembayaran pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pa;ak dipevﬂmngkﬂu dengan huiang. pejek
tainnya, tyat (4), n dilaleskan
dengancara pamu‘dahhukuan danbukl pemlndahbuku:m juga berlaku sebagal
bukti permbayazan.

BAB Xilif
KADALUARSA
Pasal 28
(1) Hak untuk pa;ak. salslah i
jangka wak tatw terhitung sejalisaat pajak, kecuati

apabila pajal malakukan tindak pkiana dibidang Perpajakan Baerah;

2) Ke pajak i pada ayat {1}
tanangguh apabila : )
a. Diterbilkan Surat Teguran dan Sural Paksa atat;
b. *Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak beik isngsung maupun
tidak langsung.
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BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasaf 30

{1} Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atay
mengisi dengan tidak benar atau tidak fengkap atau melampirkan yang
tidak banar sehingga martigikan Keuangan Dasrah, dapal dipidana dengan
Pidana kuringan pating lama 1 (satu} tahun atau denda paling banyak 2
{dua} kalk jumiah pajak yang isthetang;

Wajib Pajak yang dengan sangafa tidak menyampalkan SPTED atlay
mengisi dengan tidak benar atau tidak lsngkap atau meiampirkan
ketarangan yang fidak benar sehingga merugikan Kevangan Daeran dapat
dipidana dongan pidana Kurungan paling fama 2 {dua) tahun dan gtay
denda paiing banyak 4 {empat) kal jumfah pajak vang terhutang.

@

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dinaksud dalam Pasal 20 tidak diuntat setefan
melampaui jangka wakiy 10 (sepuiun) tahur: sejak saat tarhulangnya patak
atau beraihintya masa pajak.

BAB Xv
PENYIDIKAN
Pasal 32

{1} Pejabat Pegawal Negeni Sipl lertentu di fingkungan Pemerintah Dasrah
diberi wewsnang khusus sebagai penyidik unuk melskikan penyidikan
tindak pldanz dibidang Pampajekan Dasrak;

(2) Wewanang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adatak
& Menherima, mencari, mengumpulkan dan menalii keterangan atau
laporan berkenaan dengan findak pidana dibidang Perpajakan Casrah
agar rar ber 3an ki idana dikidang
Porpajakan Dasrah tersabut menjadi langkap dan jelas;
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‘Menslitl, mencari dan mengumpulkan keterangan mengsnal oreng
pribadi atau badan teatang kebenzsran perbuslan yang dilakukan
sehubungan dengas tindak pidana Perpajaken Deerah tersebut,

. Meminta keterangan dan bahan bukli darl orang atau badan
sehubungan dengan tindak pliana  ibidang Parpajakan Daerah;

d. il buku-buky, catat tan dan dokumen-dokumen iain
‘berkenaan dengan lindak p&dana dibidang Perpalakan Dasrah;

ntuk bahan bukti parmn-
bukuan, dan dola -doki lain serta
penyitaan lerhadap bahan bukli tarsebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyldikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

. Menyuruh berhenti, melarang sesearang meninggalkan miangan atau
tempal pada saat pemerfiksaan pada saat sedang barlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai-
mana dimaksud pada huruf e;

Memotret sosecrang yang berkaltan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah;

ik i didsngar e dian di

tersangkn atau saksi;

Menghentikan peryidikar;

Melakukan tindakan lsin yang perlu tntuk kelancaran penyidikan findak

pidana dibidang Perpajaken Daerah menunt hukum yang dapat

dipartanggungjawabkan,

o

@

&

m

{3) Penyidikan cebagaimana dimakstd pada ayat {1) membsrl!ahnkar-

t dimulainya dan meny hasil peny ya Kepada

Penuntut Umum sesual dengan kelentuan yang diatur daizm Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1281 fentang Hukum Acara Pidana

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengant Qanunini, 1yang b d
dengan Qanun Ini dinyatakan tidak berlaky lagi;




(2} Hat-hatyangbelum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan
ipelaksanaannya akan diatur lebih Eanjut dengan Keputusan Bupatl,

Pasal 34

Cianun ini mulal beraky pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat Ty, mer
Granun Ini dengan penempatanriya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Aceh

Tambang.

Disahkan df : Karzng Baru
21 Nwemher 2003 M.

26 Hamad-‘\an 1424 H,
Pj. BUPAT] ACEH TAMIANG

Pada tanggel : -

ABOUL LATIEF
Diundangkan di : Karang Barni

22 Nev:
Pada tanggat ~eee-ree
27 Ramedhan 1424 H.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Fembina Tk.|
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003
HOMOR 25 SERI B

4450




	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_01
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_02
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_03
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_04
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_05
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_06
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_07
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_08
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_09
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_10
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_11
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_12
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_13
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_14
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_15
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_16
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_17
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.23 Thn 2003_Tentang Pajak Penerangan Jalan_Page_18

